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BUPATI JEPARA,

bstwa dalam rangka memberiken perfindungan anak dan
unk mempercepat pencapaian dan sasaizn  Rencana
Strategis Nasional 2011 * Semua Angk Ihdonesia Tarcalat
Kelahirannya®, diperiukan adanya kemudahan daiam
peiayanan pencatatan kelahiran ;

bahwa Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2009 tertang
Pemberian Dispensasi Palayanan Pencatatan Kelahiran masa
bertaku nya lelah berakhr,

bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menten Dalam
Negeri Nomor 472 11/5111/SJ perihd Perpanjangan Masa
Beriaku Dispensasi Pelayanan Fancatalan kefahsan,
dipandang periu  memberikan  dispensasi  pencataian
hetahiran o Kabupaten Jepara ;

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pade hungdf a hunf b dan hund c perdu menetapkan
Persluran Bupsli lentang Pemberan Dispensasi Pelayanan
Pencatatan Kelahiran

Undang-Undang Nomar 13 Tahun 1850 tentang Pemberiukan
Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Proving! Jawa

Tengah’

Undang-Undang Nomor 1 Tabun 1974 tentang Parkawinan
{L.embaran Negara Republk Indonesia Tahun 1©74 Nomor 1,
Tambahan lLembaran Negafa Republk Indonesia Nomor
3019,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 lentang Perindungan
Anak (Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2002
Ngmor 100, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaov 4235);



1C.
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13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Fernertahan
Osorsh (Lembarsn Negam Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 1256, Tambshan Lembaran Negara Repubkik Ihdonosia
Nomor 4437), sebageimana isish beberapa kal dubsh terakhr
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Ates Undang - Undang Momor 32 Tatwn
2004 sntang Pemenntahan Daersh (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Rapubiilc Indonesia Nomor 4844},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006  terlang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Reputlik Indonesia Tahun 2006 Nomar 83, Tambahan Lembaran
Nogara Repubiik indonesia Nomor 4834);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4674);

Pergturan Pemesintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 leriang
Admirustrasi  Kependudukan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor B0, Tambahan Lembarar:
Negara Rapubék indonesia Nomar 47368),

Kepulusan Prasiden Nomor B8 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
hformam  Administrasi  Kependudukan (Lembaran Negara
Repubik indonesia Tahun 2004 Nomxx 18);

Poratwan Fresiden Nomor 25 Tahun 2008 ‘tenlang
Persyaratan dan Tata Caa  Pendaftaran Penduduk dan
Pencalatan Sl

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Padoman Penyelenggamen Pendaftaran Fenduduk  dan
Pencalatan Squ d Daerah,

Paraluran Dewrsh Kapupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010
ientang Retribusi Penyelenggaraan Admirustrasi
Kependudukan (Lembaeran Deerah Kabiupaten Jepare Tahun
2010 Nomor 2. Tambahan Lembsran Daerah kabupaten
Japara Nomor 2},

Peraturan Daerah Kabupaten Jepera Nomor 7 Tahun 2010
jontany Retribusi Penggantisn Bioya Cetak Karlu tanda
Panduduk dan Aka Catalen Sipll (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan
Lembaiun Daerah kabupalen Jepara Nomof 7);

Peraturan Uaerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010
tenlang Organisast dan Tata Kena Dinas Daerah Kabupaten
Japaws (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010
Nomor 17, Tambahan Lemberan Daersh Kabupaten Jepara
Nomor 17),




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG DISPENSAS!

PELAYANAN PENCATATAN [KELAHIRAN DAN PENDAF TARAN
PENDUDUK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pesaturan Bupati ini dimaksud dengan:

It

(1)

(2)

Daerah adaiah Kabupalen Jepara.

Pemenntah Dasrah adatah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyslenggara pemenniahan daerah;

Bupall adalah Bupat Jepara,

Admivstrasi Kependudukan adalah rangkaian kegialan penataan dan penertban

dalam penerbitan dokurmen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran
Panduduk. Pencatatan Sipil pengelolaan informasi Admini strasi  Kependudukan
serta pendayagunaan hasinya untuk pelayanan publik dsn pembangunan sektor
|

Wargs Negara ndonesia selenjutnya disingkat WNI adalah orang — orang bangsa
indonesia asli dan orang — orang bangsa lain yang disahkan dengan undang —
undang sebagai Y¥arge Negara Indonesia

Pencataian Kelahiran adalah keseluruhan proses kegialan yang melipul
pelaporan, penelitan berkas dan persyaratan yang diperiukan, pencatatan
kedahiran dalam buku register akla sera penerbitan kulipan akla kelahiran:
Drspensasi Pencatatan Kelahiran adaiph dispensasi pelayanan akia ketahiran
bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahr sebelun berlakunya Undang-
Undang Nomar 23 Tahun 2008 Tenang Administrasi Kependudukan,

Karts lands Penduduk yang seanjulnya disingkat KTP adalab identilas resm
Fenduduk sebaga bukl on yang dilerbitkan oleh Inslanai Pelaksana yang
beraku d seluruh wilayah Negara Kesatusn Republk Indonesia;

Kepas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjulnya disingkat
Kopala Disdukcapl adalan Kepale Dines Kependudukan dan Fencatatan Sl
Kabupaten Jepara

BAB i
PELAKSANAAN PEMBERIAN DISPENSASI

Pasal 2

Bagan Kesalu
Percalalan Kelahiran

Pasal 2

Dispensasi Pelayanan Pencatatsn Kelshiran adalah dispensasi pelayanan akia
kolahiran yang diberikan kepada WN yang lahic sebelum beriakunya Undang -
Undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Drspensast pelayanan aka kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dbenkan dengan udak memeriukan penetapan Pengadian Negen
3
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Pasal 3

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran terhitung mulai tangga! 1 Januan 201
sampa Sengan tanggel 31 Maret 2011.

BAB I
PERSYARATAN, MEKANISME DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu
FPersyaratan

Pasal 4

Persyaralan untuk pengajuan Dispensasi petayanan pencalatan kelahiran terdin dari .
surat ketshiran ash dan desa

surat keterangan keiahiran dan Dokter/Bidan/Penoclong Kelahiran,

phuiD ooy KTP orang tua.

pholo copy KK oring tua;

phots 'oopy kutipan akta perkawinen/buku nikah orang fua,

surat keterangan dan Desa (terlambat lapor);

saksi yang sudah dewasa 2 (dua) orang dan pholo copy KTP saksi.

w g oD o

Bagian Kedua
Mekanmme

Pasal 5
Kelenuan lebih lanjut mengenai mekansme pemberian dispensasi pelayayun
pencatatan kelahian ditetapkan oleh Kepala Disdukcapil sesuai ketentuan perundang
~ undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Biaya Felayanan
Pagal 8
Biaya Dispensas.i pelayanan pencataian kelahiran sesuai Jengan Peraturan Caerah
Kabupaten Jepara Nomuor 2 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hai — hal yang belum diatur dalam Peraturan i, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaaniya akan dialur Jebih janiLt oleh Kepala Disdukcapil.



Pasal B

diundangkan.
huinyas, memernintahkan Pengundangan Peraturan Bupati im
ﬁam Berta Daerah Kabupaten Jepara,

Ditetapkan d Jepara
pada tanggal & ‘Desewer 2o
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